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TENTANG

PENYELENGGARAAN E - GOVERNMENT DI LINGKUNGAN

Menimbang : a.

Mengingat

b.

(03

Lad

PEMERINTAH KABUPATEN MALIN AU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALINALU,

bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e - government
pemanfaatan teknologi komuni informasi dalam proses
pemerintahan (e — government) guna meningk dtkcm efisiensi,
efektifitas,  transparansi dan akuntabilitas penyclenggaraan
pemerintahan, maka perlu diatur government di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;

eion: el

penyclenggaraan ¢

bahwa penyelenggaraan e government  di daerah  melaluw
pengintegrasian suprastruktur, in istuktur dan sistem informasi dalam

rangka penyelenggaraan pmw'lmah an secara elektronik d
1

prinsip

elisiensi dan efektifitas birokrasi dan pelayanan pri ima;

bahwa berdasarkan puwm angan huruf a dan hurut b diatas, maka

a

tentang Penyelengga

Malinau.

perlu menetapkan Peraturan Bupat
government di Ling:{ungun Pemeriniah Kabupaten
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Negara

[embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)

Pembentukan
.”\'mui Barat.
put blik

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Kutai Timur dan Kota Bonte '
Indonesia Nomor 173 Tahun HN‘)\ l':z
Nomor 3896):
Nomor 7 Tahun 2000 J,u
2000 \'wm’w 47.

Nomor 5962

Kabupar

L
sebagaimana telah diubah dengan Undal m-Lndanw
aran Neeara Republik Indone
b

iz‘tmhzhaz‘; [embaran Negara Republik

mdonesia

Republik  Indonesia  Tahun 1999  Nomor



(Lembaran Negara Republik Indonesia Fahnin 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran T\wam Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 52 lahun
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- Jndang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594),

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

n

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

6. L;nd’mo Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang ! Pembentukan Peraturan

>erundang-Undangan (Lembaran \L"dld Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomsm
Nomor 5234):

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informast
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 4578);

9 Pératuran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemba
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah I\abupatnm’hota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
'Yelel;olmmikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5980

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4378

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3593 ):



1 2006 tentang Pelaporan

Peraturan Pemerintalh N omot
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
un 2006 Nomor 75 Tambahan Lembaran

.4‘

Republik [ndonesia lah
Negara chublil\ Indonesia Nomor 1614):

15. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4757,

16. Peraturan permerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang /Jasa
Pemerintah;

1S Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan  yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Malinau (Lembaran Daere h Kabupaten Malinau Tahun 2008
Nomor 1):

19 Peraturan Dacrah Kabupaten Malinau Nomor 4 .
Perubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah Kabupaten M
Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekr
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomeot 4

MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN BUP ATI TENTANG PENYELENGGARAAN
E—-GOVERNMENT PE  LING KUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MALIN AU

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 <

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

. Pemerintah Daerah adalah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Kabupaten Malinau dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Malinau ;
Bupati adalah Bupati Malinau:

3 Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Ke

skat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau:

4 Dinas Perhubungan......... _



i

Lk

1

L5 )

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat
Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Malinau;

Kepala Dinas Perhubun
Kadishubkominfo adala
Kabupaten Malinau;

n l omunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat

(085
h Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Bagian Pusat Data Elekuronik yang selanjutnya disingkat Bagian PDE adalah Bagian
pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau:

E-Government adalah system informasi pemerintah yang menerapkan tcknologl
informatika dalam pelaksanaan pemerintahan

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data clektronik termasuk tetapi tidak
terbatas p ada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan. foto. electronic dataintercharge
(EDI). surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah memiliki arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

“slematika adalah Telekomun ikast Media dan Informatika:

ase adalah Bank data/ pusat data berbasis computer yang menggunakan system
inrormast dan aplikasi:

adalah program computer yang dirancang untuk mempermudah pengguna

2 statatan an o s EgIRalean
Hardware adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan yang dipergunakan
dalam tehnologl informasi;

Sofinare adalah perangkat lunak berupa program maupun ap! likasti:

an (LAN) adalah jaringan local (Local Area Network);

Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi

terhubung melalui protocol TCP/IP;

Intranet adalah jaringan privat atau khusus dengan system yang sama dum 1 internet
tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara interna

Situs (Website) adalah sebuah system informasi dimana bentuk teks , gambar, suara
dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat
lunak yang disebut browser;

E-mail adalah surat electronic yang dikirim melalui jaringan,

Video Conference adalah konferensi melalui video/visuak;

Bandwith adalah bcxm an vang menunjukan seberapa banyak data yang dapal

dilewatkan dalam koneksi me 131111 sebuah jaringan;

1ternet Protocol




net Protocol (IP) adalah system pengalamatan di jaringan \ang lipresentasikan :
engan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret biléiﬂ&’an mulai 0.0.0.1 sampai
255.””53.233.235 (IPV 4 atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0. () 0 sampai
dengan FFF FFF.FFF.F 2l CBE EEE.

Domain adalah pengkoversian dari nama ke angka (1P);

Source Code (Kode Sumb er) adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan
untuk pengembangan dan perubahan database:

Sub Domain adalah bagian dari domain vang terintegrasi dengan domain utama;
Level Security adalah tingkat keamanan:
DBNS adalah system pengaturan database;

Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalu; jaringan
computer baik local maupun internet.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2
ment diselenggarakan dengan njuan untuk mewujudkan tata kepemerintahan

Uc‘.ﬂ%l;uldn akuntabel, efektif dan efisien dalam pelayanan public,
araan pemerintahan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas.

BAB I1I
PENYELENGGARAAN

= Pasal 3

(1) Penyelenggaraan E — Government meliputi :

(2) Penyelenggaraan e -

3) Penyelenggaraan e — gov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huryf

Pemanfaatan Jaringan Komunikasi: .mmmm
Pemanfaatan Sistem Informasi.
d pada ayat (1) huruf a terdir dari

ov sebagaimana dimaksu
Kabel UTP, Komputer, Server, Switch dan router.

o
Ek:

Internet Satelit Provic

I

b berupa aplikasi

venunjang e-office, €-procurement, website, tele dan video conference

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEN YELENGGARA

Pasal 4

Penyele liggara € -~ government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan

oleh SKPD

a. Dinas P erhubungan



4 Dinas Perhubunean Komunikasi dan Informatika Kabupaten :

b. Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malimau.

(2) Penyelengeara e — government scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
bertanggung jawab untuk :
a. Menyusun Rencana Induk E-Government Daerah
b. Berkoordinasi dengan SKPD.

(3) Penyelenggara e — government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

bertanggung jawab :

a. Teknis operasional penyelenggaraan e — government;
b. Berkoordinasi dengan SKPD;

¢. Registrasi Aplikasi dan Sistem Informasi;

d. Mengatur Jaringan Komunikasi Data Pemerintah Daerah;

Mengelola website; ‘

. e
“

{ Pemecliharaan Server dan NOC,;

‘ e danemail
\engatur penggunaan internet, teleconference, videoconference, dan email.

(5

Pasal s

huruf ¢ adalah reg

(1) Regisi

sebagaimana dimaksud padw Pasal 5 ayal (5
aplikas <

)
i dan atau system informasi yang digunakan oleh SKPD.

35

(2) Registrasi sebagaimana dimel\'sud pada ayat (1) adalah dil aksanakan di Be
Sekretariat Kabupaten Malinat

Wl

13) Aplikasi dan Sistem sebagaimana d‘ma\mu pada Pasal 5 ayat () huruf ¢
aplikasi dan system informasi yang digunakan oleh SKED.

(4) Aplikasi dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksu d pada ayat (3) adalah program
computer yang berbasis desktop dan atau berbasis web.

Pasal 6

(1) Website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (3) huruf e meliputi domain dan
sub domain.

:7 imana di nml\\uu dalam l’us'i‘: 5 ayat (“, wuv'UI \:' adalah email Pemerintal

Kabupaten Mal

(3) Domain sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dimiliki atau digunakan Pemerintah
Daerah dengan alamat www.malinau.go.id.



(4)

Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan atau digunakan oleh
SKPDH

Pengeunaan sub (‘omam sebagaimana dimaksud pada avat SRt o

Ke 1:1 usan Bup

35

- z T 1 diterank an
enggunaan email sebagaimana dimaksud p pada avat (2) ditetapkan
up

Pengg
Bu

atl.

BAB V .
PENGEMBANGAN SUMBER DAY A MANUSIA

Pasal 7

Pengembangan Sumber Daya Manusia .f\par:uur di bidang teknologi informasi dalam
rangka menunjang kualitas penyelenggaraan e - government,

Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Bimbingan teknis;

0. Pendidikan dan Pelatihan teknis terpadu dan berjenjang:

g
Pasal 8

Peng *.mns;m SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ter I

Be PDE

pengembangan SDM aparatur SKPD dan Pengembangan SDM Aparatur Bagiai
Sd\'rcmr 1at Kabupaten Malinau.

Pengembangan  SDM  aparatur  SKPD sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dilaksanakan oleh Bagian PDE Sekretariat Kabupaten Malinau.

Pengembangan SDM aparatur SKPD dan SDM aparatur Bagian PDE Sekretariat
Ka bL' baten Malinau sebagz.um;ma dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengiktui ketentuan

Kementrian Kominfo dan Kementerian terkait.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 9

SKPD davat melakukan kerjasama koneksi data dan pemantaatan aplikasi dan sistem

formasi dengan instansi vertikal dan pihak ketiga.

Kerjasama dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi
dengan Bagian PDE Sekretariat Kabupaten Malinau.

BAD & -



(o)

(2)

BAB V11
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

SKPD dilarang membuat domain terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(39
SKPD dilarang mengubah dan atau menambah jaringan yang terkonekst.

SKPD dilarang menempatkan server terpisah dari ruang server yang tersedia di Bagian
PDE Sekretariat Kabupaten Malinau terkecuali karena alasan khusus.

. 5 : - : = e el ne
SKPD dilarang membuat email terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(Zh

Pasal 11
SKPD wajib :
4. Memelihara system jaringan terkoneksi;

2% S = e X = D) s
b. Secara périodik memy serbaharui data dan informasi melalui portal SKPD yang
tersedia di website Pe mumldh Kabupaten Malinau.

an PDE Sekretariat Kabupaten Malinau wajib

. , s 5 . 2 e S ) levimual
a. Mengelola dan me -melihara sistem janngan internet dan mntranct di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malinau:

b. Melakukan pemeliharaan server. >
¢. Mengolah data dan informasi dari SKPD:
d Membuat dan mengembangan aplikasi dan sistem informast.

BAB VIl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

P‘merimah Daerah melakukan pembinaan dan pengaw asan terhadap penyclenggaraan
- government.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputl :
1. Pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan € = government;

b. Pemberian  petunjuk  dan langkah-langkah operasional pengelolaan  dan
penyelnggaraan e — government:

Pemberian pelatihan bagi aparatur.

(3) Pengawasan sebagaimana



2
(3) Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) melipull -
a. Penertiban dan Pengendalian;
b. Pelaporan.
(4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan diatur d tehnis
! e i
penvelenegaraan e — government ya itetapkan dengan Keputusan Bupe u
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Hal-hal vane belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan datur
Keputusan Bupatt.
\ Pasal 14
Pe diundangkan
stiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupali 1ni
nenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahnau

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 1 Mei 2013.

BUPATI ;\1:\; INAU,

i

1\

\ .
(/\/\’\/3«x

EANSEN B

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 1 Mei 2013.

BERITA DAERAH KABUPATEN VIALINAU TAHUN 2013 NOMOR 65.



